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Abstrak: Pedagang kaki lima beroperasi di sektor yang tidak terorganisir dengan tujuan mencari nafkah untuk diri mereka 

sendiri.  Sebagian PKL menggunakan pikulan, gerobak dorong, atau kendaraan bermotor, sedangkan sebagian lainnya 

lebih banyak berpindah-pindah.  Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Pasal 9 huruf e Nomor 6 Tahun 2008, 

setiap pedagang kaki lima dilarang menggunakan kendaraan bermotor untuk keperluan usaha.  Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana Pasal 9 huruf e yang melarang setiap pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan usaha 

dengan menggunakan kendaraan bermotor diimplementasikan.  Sumber data primer meliputi wawancara dan data 

sekunder dari kepustakaan, dan metodologi penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu implementasi Pasal 9 huruf e 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima belum terealisasi, karena instansi 

terkait tidak pernah melakukan penindakan kepada pelaku UMKM yang melanggar Pasal 9 huruf e. Hal ini 

mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi peraturan, baik karena kurangnya koordinasi, terbatasnya 

sumber daya, maupun kebijakan internal yang belum berpihak kepada UMKM.  Keputusan untuk tidak menindak pelaku 

UMKM dapat mencerminkan bahwa struktur hukum memiliki kendala operasional atau kebijakan yang bertentangan 

dengan peraturan daerah. 

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Kendaraan Bermotor. 
 

Abstract: Street hawkers operate in unorganized sectors with the aim of making a living 

for themselves. Some PKL used a brunt, a pushcart, or a motor vehicle, while others moved 

around more. According to the 2008 section of Jember district, section 9 e section 6, each 

street vendor is prohibited from using motorized vehicles for business purposes. According 

to the 2008 jember district law on foot traders 6, the purpose of the study is to learn how 

section 9 e prohibited every street vendor from using a motorized vehicle was 

implemented. Primary data sources include interviews and secondary data from 

literature, and research methodology uses empirical yuriy research with a constitutional 

and conceptual approach. Based on the results of the implementation of section 9 e of the 

2008 Jember law on the five-foot market has not been realized, as the relevant agencies 

have never done a bulging of public action against section 9 e. It indicates a weakness in 

the implementation of the policy, both because of the lack of coordination, the limited 

resources, and the internal policies that have not been in support of umkm. The decision 

not to act on the abusers of umkm may reflect that the legal structure had constraint in 

operations.  
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Pendahuluan  

Dalam rangka mencapai tujuan negara, yang mencakup kesejahteraan masyarakat, 

Indonesia diwajibkan oleh hukum untuk menerapkan undang-undang yang berlaku untuk 

membangun administrasi negara yang efektif dan transparan. Namun, hal ini juga 

menciptakan kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (solen) dan apa yang 

sebenarnya terjadi (sein), yang sering kali menimbulkan masalah hukum yang mengarah 

pada penggunaan hukum yang tidak efisien atau bahkan konflik, ketidakadilan, kekacauan, 

dan ketidakjelasan hukum. (Tanuwijaya, Fanny., 2012, hal. 30) 

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, bahwa: “Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sejalan 

dengan Pasal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember menerbitkan Perda No. 6 Tahun 2008 

tentang Pedagang Kaki Lima, adanya peraturan ini mewajibkan bagi semua PKL untuk 

memiliki izin lokasi dan berkonsentrasi untuk menjaga kenyamanan, ketertiban, 

kebersihan, dan keamanan. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah 

satu UMKM yang berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal. 

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah menyatakan bahwa “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.”  

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah jenis usaha sektor informal yang merupakan 

kelompok perdagangan terbesar dalam masyarakat meskipun kelompok PKL ini terdiri 

dari golongan masyarakat ekonomi lemah dan secara struktural menduduki tempat 

terendah dalam strata ekonomi Indonesia yang secara makro ada pengusaha besar, 

pengusaha menengah dan pengusaha menengah dan kecil. Namun demikian sektor 

informal atau identik dengan pedagang kaki lima ini kenyataannya sektor ini lebih besar 

peranannya dan kontribusinya terhadap perekonomian suatu negara setidaknya turut andil 

dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. (Satararuddin, Suprianto dan Akung, 2020, 

hlm. 169) 

Pedagang kaki lima (PKL) beroperasi di sektor yang tidak terorganisir dengan tujuan 

menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri. Sebagian pedagang kaki lima menggunakan 

kendaraan bermotor, gerobak dorong, atau pikulan, sementara sebagian lainnya berpindah-

pindah. PKL yang menggunakan kendaraan bermotor menjadi perhatian di Provinsi Jawa 

Timur, termasuk di Kabupaten Jember, terutama terjadi di wilayah Jalan Jawa, dimana 

terdapat 53 PKL yang dilaporkan. (Purwanti, Henny dan Misnarti, 2019, hlm. 1). hal tersebut 

perlu ditata berdasarkan Perpres No. 125 Tahun 2012 mengamanatkan pemerintah daerah 

dan pusat untuk bekerja sama dalam memberdayakan dan menata PKL. Adapun langkah-
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langkah koordinasi yang dimaksud yakni meliputi: Pendaftaran dan pendataan PKL, 

pemilihan lokasi, relokasi atau pemindahan lokasi, revitalisasi lokasi, dan perencanaan 

penyediaan ruang. 

Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember memiliki 

tugas untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan 

Perkada dan Perda, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan pada 

Pasal 9 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 menyatakan 

bahwa “setiap PKL dilarang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan 

bermotor.” 

Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 9 huruf e terkait larangan 

penggunaan kendaraan bermotor yang khususnya bagi pedagang kaki lima berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. 

Metodologi 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yang 

didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual untuk mengkaji bagaimana aturan atau norma diterapkan dalam 

hukum positif. Data sekunder dari studi kepustakaan dan data primer yang dikumpulkan 

langsung dari narasumber dan responden melalui wawancara merupakan sumber data 

yang digunakan.  

Hasil dan Pembahasan 

Sebagai usaha ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha 

perorangan, UMKM berkontribusi dalam mewujudkan perusahaan yang tangguh dan 

mandiri serta sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, berkemajuan, dan 

berkeseimbangan. 

Di Kabupaten Jember sendiri, UMKM sangat berpotensi untuk terus tumbuh dan 

berkembang agar Jember sendiri menjadi lebih maju, dapat kita lihat di sepanjang jalan 

Kabupaten Jember dan setiap tahunnya UMKM ini meningkat dengan pesat, dengan 

banyaknya UMKM yang tersebar di Kabupaten Jember yaitu sekitar 647 ribu UMKM akan 

semakin banyak juga tantangan atau masalah yang akan dihadapi misal seperti persaingan 

yang semakin ketat, perubahan trend konsumen, dan juga persediaan lahan bagi UMKM 

agar lebih tentram dan nyaman. 

Menurut data Radar Jember, Bupati melihat UMKM sebagai tulang punggung 

ekonomi kerakyatan, dan oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten harus mendukung penuh 

karena pertumbuhannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Bupati 

Jember bekerja sama dengan sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (KUR) untuk 

mempermudah akses pelaku UMKM terhadap KUR dan mengakselerasi pertumbuhan 

UMKM. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana 

cara mendapatkan atau menggunakan KUR, sehingga perlu dilakukan pemasaran kepada 

para pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan KUR secara maksimal. 

Pada kenyataannya, sejumlah besar PKL (pedagang kaki lima) masih 

mengoperasikan kendaraan bermotor yang diparkir di pinggir jalan, terutama di 

lingkungan Jalan Jawa. Sehingga di sepanjang Kawasan Jalan Jawa banyak pengguna jalan 

dan pejalan kaki yang susah untuk beraktifitas, tentunya juga menjadi penghambat bagi 
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Kabupaten Jember sendiri untuk lebih berkembang dan maju. Pemerintah perlu 

memberikan pengaruh yang lebih besar kepada para pelaku UMKM dalam situasi ini. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

Pedagang Kaki  Lima  menyatakan  bahwa  “Pemberdayaan adalah  upaya  yang dilakukan 

pemerintah kabupaten, dunia usaha, institusi lain dan masyarakat dalam bentuk 

penumbuhan iklim usaha dan pengembangan sehingga pedagang kaki lima mampu 

menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”. 

Melihat kondisi tersebut, peneliti akan berkonsentrasi pada satu bidang kajian, yaitu 

pelarangan PKL menggunakan kendaraan bermotor. Hasil wawancara didapatkan dari 

beberapa responden, antara lain dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Jember, Dinas Perhubungan, dan Satpol Polisi Pamong Praja. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa responden yang bersangkutan, 

diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Jember belum pernah menangani kasus penggunaan  

kendaraan bermotor bagi Pedagang Kaki Lima, selain itu minimnya sosialisasi di 

masyarakat terkait pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan bermotor 

berdasarkan Perda No. 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. 

Narasumber lain menyatakan bahwa Naskah Akademik Raperda Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pedagang Kaki Lima, sudah tidak ada di laman JDIH dan Peraturan Daerah, 

hal ini menandakan bahwa Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima sudah 

tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah dan peraturan turunan lainnya, sehingga diperlukan revisi Perda No. 

6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima sesuai dengan perkembangan zaman. 

Namun, salah satu responden selaku penjual yang menggunakan kendaraan 

bermotor, menyatakan bahwa belum pernah ada yang menegur atau mengingatkan untuk 

mengamankan dan menertibkan para pedagang kaki lima, dan terkait pelarangan 

kendaraan bermotor bagi PKL berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang 

Kaki Lima. Dan apabila suatu saat ada tindakan dari Pemerintah terkait aturan ini, 

responden mungkin akan mencari tempat lain dan mengikuti aturan kalau memang ada, 

serta berharap Pemerintah Kabupaten Jember memberikan solusi untuk para pedagang, 

bukan hanya melarang tanpa memberikan jalan keluar. Dan responden lain selaku penjual 

cilok yang juga menggunakan kendaraan bermotor, menyatakan bahwa beliau juga belum 

pernah ada yang menegur ataupun mengingatkan selama kurang lebih 3 tahun berjualan 

di area tersebut. 

Beberapa pihak yang berwenang melaksanakan aturan Perda tersebut adalah: Satpol 

PP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten 

Jember. Yang berwenang untuk melakukan Pengawasan terhadap PKL yang memakai 

kendaraan bermotor selain Satpol PP juga Dinas perhubungan, Dinas perindustrian dan 

Perdagangan untuk selalu melakukan koordinasi guna menjaga ketertiban dan 

ketenteraman masyarakat Jember. 

Adanya larangan berdasarkan Pasal 9 huruf e Perda Kabupaten Jember Nomor 6 

Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, telah sesuai dengan kondisi ekonomi pedagang 

kaki lima. Hasil data PKL yang memakai kendaraan bermotor di jalan Jawa terdapat 53 

PKL, fungsi Pasal tersebut menjaga keindahan kota, pedagang kaki lima kurang fleksibel 

dalam berdagang, dan menghindari persaingan antar PKL yang belum memiliki kendaraan 

bermotor. Dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa penegakan hukum untuk PKL yang 



 

 

 

Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 3, 2025 5 of 7 

 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice 

memakai kendaraan bermotor belum diterapkan, sehingga Perda No. 6 Tahun 2008 belum 

optimal, maka impact dari Pasal 9 huruf e Perda No. 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki 

Lima sulit dilaksanakan secara efektif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima yang belum memahami 

aturan dalam Perda tersebut, sehingga berimpact kepada pedagang kaki lima tidak merasa 

bersalah dan membutuhkan edukasi dari pihak Pemerintah Daerah yang berwenang untuk 

mensosialisasikan Perda No. 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Begitu juga untuk 

masyarakat sebagai konsumen juga belum banyak yang paham aturan perda ini, sehingga 

pengawasan oleh masyarakat juga tidak berjalan. 

Tentu dalam hal ini Pemerintah Daerah harus memberikan solusi terhadap para 

pedagang, agar hal ini lebih mudah dan lebih maju untuk kedepannya seperti, penyediaan 

lahan khusus bagi para pedagang dan tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi para 

konsumen dan yang lain, dan juga meningkatkan fasilitas seperti tempat pembuangan 

sampah ataupun toilet umum. 

Simpulan 

Implementasi Pasal 9 huruf e Perda Kabupaten Jember No. 6 tahun 2008 tentang PKL 

menyatakan setiap pedagang kaki lima dilarang menggunakan kendaraan bermotor. Satpol 

PP dan Dishub adalah institusi yang berwenang menegakkan Perda. Namun, kenyataannya 

kedua institusi ini belum pernah menindak pelaku UMKM yang melanggar Pasal 9 huruf 

e. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan aturan, baik karena 

kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, atau adanya kebijakan internal yang 

belum mendukung UMKM. Keputusan untuk tidak menindak pelaku UMKM dapat 

mencerminkan bahwa struktur hukum memiliki kendala operasional atau kebijakan yang 

bertentangan dengan Perda tersebut. Adanya pergeseran kultur hukum, dimana 

masyarakat dan pemangku kepentingan mulai menilai bahwa aturan yang kaku dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi UMKM. Kultur hukum juga mempengaruhi sikap 

Satpol PP dan Dishub, yang memilih untuk tidak menindak pelanggaran sebagai bentuk 

toleransi terhadap pelaku UMKM. 
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